BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PELAYANAN ADMINISTRAS|I KEBERATAN DAN BANDING
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 Bab Il Pasal 2 butir f dan Bab Ill pasal 6 butir f tentang Sistem dan
Prosedur Pelayanan Administrasi Keberatan dan Banding Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan tertib administrasi pelayanan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, maka perlu adanya penetapan pelayanan sebagaimana
dimaksud,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang
Penetapan Pelayanan Administrasi Keberatan dan Banding Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAl KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN

PELAYANAN ADMINISTRAS| KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.
1.

12.

13.

14.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara,

Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Dipenda adalah Unsur Pelaksanaan
Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Unit Kerja Terkait yang disingkat UKT adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola
sumber-sumber Pendapatan Daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah
dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah;

Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau
Bank Persepsi yang ditunjuk;

Fungsi adalah satu jenis pekerjaan /kegiatan atau lebih yang saling berkaitan yang
menghasilkan keluaran tertentu;

Sub Unit adalah Organisasi kerja terkecil yang melaksanakan sesuatu fungsi tertentu
dalam prosedur Pendapatan Daerah,;

Unit adalah Pengelompokan dari beberapa Sub Unit - Sub Unit yang saling terkait;

Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain;

Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah dan
Retribusi Daerabh;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Peseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
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Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu,

Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena peraturan perundang-undangan
dapat dikenai pungutan pajak;

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim
kecuali ditentukan lain,

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu
saat, dalam masa pajak,dalam tahun pajak atau dalam bagian pajak menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek
dan subyek pajak atau penentuan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan peghitungan dan pembayaran pajak
yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah
Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah pajak yang telah ditetapkan,;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat
Keputusan yang menetapkan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat yang
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan/retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, Surat
Tagihan Retribusi Daerah;
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31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak/waijib retribusi;

32. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waijib Pajak;

BAB Il
KEBERATAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1). Penyelesaian keberatan Pajak Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
a. menerima surat permohonan keberatan dari Waijib Pajak;

b. meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, setelah dilakukan
penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat Laporan Hasil
Penelitian;

c. penyampaian laporan hasil penelitian kepada Kadipenda untuk diteliti dan
dipertimbangkan apakah pemohon keberatan dapat diterima atau ditolak;

d. menyampaikan berkas keberatan Wajib Pajak disertai pertimbangan Kadipenda
kepada Kepala Daerah untuk pembuatan keputusan, baik penerima atau penolakan
terhadap keberatan yang diajukan Waijib Pajak tersebut;

e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
Pajak terutang;

f. Penyerahan Surat Keputusan kepada Waijib Pajak;

- (2). Formulir yang digunakan adalah :

SKPD (DPD -10A);

SKPDT (DPD -10B);

SKPDN (DPD -10C);

SKPDKB (DPD -10D);

SKPDKBT (DPD - 10E);

Surat Permohonan Keberatan (DPD - 26),
Laporan Hasil Penelitian Kembali (DPD - 25);
Surat Keputusan Penolakan Keberatan ( DPD — 28);,
Surat Keputusan Keberatan (DPD — 27);

j- SKPDLB (DPD-101);

(3). Buku terdiri dari :

a. Buku Register Surat permohonan Keberatan (BK ~ 25);
b. Buku Register Surat Keputusan Keberatan (BK — 26);
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BAB il
BANDING

Pasal 3

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak puas atas Surat Keputusan
Kepala Daerah mengenai keberatan yang diajukan, maka wajib pajak yang bersangkutan
masih mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding
kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1). Penyelesaian keberatan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
a. menerima surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak;

b. meneliti kelengkapan permohonan wajib retribusi, setelah dilakukan penelitian kembali
dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil penelitian;

c. penyampaian Laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas/ Unit Kerja terkait dan
dipertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak;

d.pembuatan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atas
Permohonan keberatan, berupa surat keputusan penolakan keberatan, apabila
permohonan ditolak dan surat keputusan keberatan apabila permohonan diterima;

e. penyerahan surat keputusan kepada Wajib Retribusi;
(2). Formulir dan buku yang digunakan :
a. Formulir terditi dari :
a1l. SKRD (DPD - 10G);
a2. SKRDT (DPD ~ 10H);
a3. Laporan Hasil Penelitian Kembali (DPD - 25);
a4. Surat Keputusan Penolakan Keberatan (DPD - 28);
a5. Surat Keputusan Keberatan (DPD - 27);
a6. Surat Permohonan Keberatan (DPD - 26);
a7. SKRDLB (DPD - 10 1);

b. Buku terdiri dari :
b1. Buku Register Penerimaan Surat Keberatan (BK — 25);
b2. Buku Register Surat Keputusan Keberatan (BK — 26);



BAB YV
PENUTUP
Pasal 5

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang
dilaksanakan bidang Urusan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Juli 2010

BUPATI KUTAL KARTANEGARA,

RITA WIDYASA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KART

ARA,

TO BACHROEL, MM
921 197810 1 001

P. 195
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 17




